BUPATI TANJ I. ABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah
dalam pelayanan tera/tera ulang, alat-alat tukur,
takar, timbangan dan perlengkapannya pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menectapkan
Peraturan Bupati tentang Pemunguian Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur,
Takar, Timbangan dan Perlengkapannya;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3193);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarclangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) secbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54




Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menten Perdagangan Nomor 67 Tahun
2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan
Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 811);




7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun
2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat
Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 812);

8.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115
Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1650);

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA  CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN
PERLENGKAPANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.




10.

11.

12.

13.

14.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur,

Unit Metrologi Legal adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya
disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas atau penakaran.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas atau penakaran.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran masa atau perumbangan,

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai
pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang
menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Menera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
yvang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
Pegawai-pegawa yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang
belum dipakai.

Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis
yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya vang
ditera.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung.

Pegawai yang berhak selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera
vang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang oleh
Menteri.

Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang vang selanjutnya disebut
pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian
pada kegiatan tera/tera ulang UTTP yvang dilakukan oleh Pegawai Berhak
dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai
dengan syarat teknis.




15.

16.

17.

18.

19.
20.

(1)

(2)

Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut
pengujian adalah keseluruhan tindakan yvang dilakukan oleh Pegawai
Berhak untuk membanding nilai penunjukan pada UTTP dengan standar
ukuran guna menetapkan sifst kemetrologian sesuai syarat teknis.
Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian
vang meliputi kebenaran, kepekaan dan ketidaktetapan sesuai dengan
syarat teknis.
Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan adalah
administrasi, persyaratan teknis, persyaratan  kemetrologian,
pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/
atau mempunyal kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan
instalasi.
UTTP Terpakai adalah UTTP yang mudah dipindahkan.
Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain
yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik/Pemakai UTTP mengajukan
permintaan tera/tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau
perjanjian kerja sama.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan retribusi tera/tera ulang alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya.
Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan dan meningkatkan fungsi
pelayanan tera/tera ulang Unit Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB Il

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

a. pelaksanaan tera/tera ulang diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ; dan

b. pelaksanaan tera/tera ulang di luar wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur dalam Provinsi Jambi berdasarkan perjanjian kerja

SHTITA.




(1)

(4]

(3)

(4)

(5)

(6)

(7

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BagianKesatu

Pasal 4
Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang meliputi :
a. pemeriksaan;
b. pengujian; dan
c. pembubuhan tanda tera.
Pelayanan tera/tera ulang oleh Unit Metrologi Legal dilaksanakan di :
a. kantor UML pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur;
b. tempat sidang tera ulang di luar UML Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

c. tempat UTTP terpasang tetap; dan
d. tempat UTTP terpakai.
Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan pemilik/pemakai UTTP atau pihak ketiga
membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke Kantor UML
Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pelayanan tera/teraulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan dengan ketentuan pemilik/pemakai UTTP atau pihak ketiga
membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke tempat
sidang tera ulang.
Pelayanan tera/tera ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dan huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan pemilik/pemakai UTTP
atau pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran | vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan pemilik/pemakai UTTP atau
Pihak Ketiga menyediakan standar wukuran, bahan penguji dan
perlengkapannya, peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan
keselamatan dan kesehatan kenja, teknisi, tenaga bantuan serta ruangan
kerja.
Pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf d dapat
dilaksanakan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 {lima) unit.




(1)

(2]

(3]

(4]

(1)
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(1)
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Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi
Pasal 5
Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dikenakan retribusi pelayanan
tera/tera ulang.
Pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Besaran retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai dengan Peranturan Perundang-Undangan.
Penerimaan retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang disetorkan ke
Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V
PELAKSANA

Pasal 6
Pelayanan tera/tera ulang dilakukan oleh petugas tera/tera ulang yang
merupakan Pegawai Berhak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang, pegawai berhak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pegawai Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI
BANTUAN PELAYANAN DI LUAR KOTA

Pasal 7
Pelayanan tera/tera ulang diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat
dilakukan di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang telah membuat Nota
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang
Penyelenggaraan Pelayanan tera/tera ulang dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2
dilaksanakan atas dasar permochonan Dinas yvang membidangi metrologi
legal.
Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan pemilik/pemilik UTTP atau
pihak ketiga melalui Dinas yang membidangi metrologi legal.




BAB VII
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.
Ditetapkan di Muara Sabak
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CONTOH:
FORMULIR PENDAFTARAN TERA/TERA ULANG

PENDAFTARAN UNTUK PERMOHONAN TERA/TERA ULANG

Telah diterima/diserahkan barang/pekerjaan untuk Tera/Tera Ulang dengan
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